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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang 

bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-laim pendapatan asli daerah yang 

sah, yang bertujuan untuk meberikan kelulusan pada data dalammenggali 

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas 

disentralisasi. 

Dalam undag-undang Republik Indonesia No.28 tahun 2009 tentang 

pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan 

daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil 

pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan 

daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemrintah pusat, 

adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada.Semakin 

besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula 

kemampuanpemrintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih 

besar.Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap 

penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin 

besar.Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya 

peningkatan pendapatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran 
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pembangunan.Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah 

pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainya. 

Sebagaimana dengan negara, maka daerah dimana masing-masing 

pemerintah daerah mempunya fungsi dan tanggujawab untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan segala bidang. 

Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali 

dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri: 

1. Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, denga tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

 Jenis pajak yang terdapat dikabupaten/kota terdiri dari: 

a) Pajak Hotel  

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 

hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan 

termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang 

mencakup juga, hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, 

pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos 

dengan jumlah kamar lebih dari 10(sepuluh). 

Objek Pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel 

dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan 
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hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, 

termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.Yang dimaksud dengan jasa 

penunjang adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, 

fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis 

lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. 

Mengacu Pendapatan Asli Daerah ketentuan pasal 32 ayat UU 

28 Tahun 2009 tersebut, apabila ada fasilitas hiburan yang menyatu 

sebagai fasilitas hotel, seperti diskotek, spa, fitness center dll, maka 

dapat dikenakan pajak hotel. Sedangkan pendapat terjadi antara 

pemerintahan daerah sebagai fiskus dengan pengusaha hotel yang 

terdapat fasilitas hiburan yang disebabkan tarif pajak hiburan dapat 

dikenakan sampai 75% sedangkan pajak hotel hanya dapat dikenakan 

maksimal 10%. 

b)  Pajak Restoran  

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 

restoran.Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman 

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, 

kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. 

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh 

restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan 

penjualan makanan dan/atau minuman yang dikondisikan oleh 

pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. 

Berdasarkan ketentuan ini, maka layanan antar (deliveryservice) atau 
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pemesanan dibawa (takeawayorder), tetap dikenakan pajak restoran 

walaupun tidak menikmati fasilitas sarana restoran. 

c) Pajak Hiburan  

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan 

hiburan.Hiburan adalah semua jeis tontonan, pertunjukan, permainan, 

dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan 

dengan dipungut bayaran.Bentuk hiburan yang dikenakan pajak 

adalah terbatas Pendapatan Asli Daerah. 

d) Pajak Reklame  

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 

Reklame adalah benda,alat,perbuatan, atau media yang bentuk dan 

corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, 

mengajukan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum 

terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, 

didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 

e) Pajak Penerangan Jalan 

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut dari hasil 

penggunaan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah 

penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang 

diperoleh dari lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh 

pembangkit listrik. 
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Yang dimaksud penggunaan tenaga listrik dari sumber lain 

adalah konsumen memproleh tenaga listrik yang didistribusikan dari 

penyediaa tenaga listrik, diantaranya yaitu PLN. Sedangkan yang 

dimaksud dengan tenaga listrik diperoleh tenaga listrik dari 

pembangkit listrik yang dimiliki dan dioprasionalkan secara mandiri 

oleh pengguna tenaga listrik. Pusat perbelanjaan, took swalayan, mall, 

rumah sakit, hotel dan gedung-gedung yang biasa dikunjungi 

masyarakat luas banyak menggunakan generator set (genset) sebagai 

sumber listrik cadangan saat pemadaman listrik terjadi. 

f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan  

g) Pajak Parkir 

2. Retribusi daerah  

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi 

daerah.Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran 

pemakaian atau karena memproleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan 

pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan 

atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak 

langsung.Retribusi daerah dibagi tiga golongan:  

a). Retribusi jasa umum  

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai 

retribusi jasa umum.Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan 

yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan 



18 
 

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 

pribadi atau badan. 

b). Retribusi jasa usaha  

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh 

pemerintah daerah:  

1) Perizinan Tertentu Obyek Retribusi perizinan Tertentu adalah 

pelayanan prizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi 

atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan 

atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, 

barang, prasarana, saran atau kelestarian lingkungan.  

2) Perusahaan daerah  

Pemerintahan daerah juga diberikan hak untuk mengelola 

perusahaan sendiri sebagai salah satu sumber pendapatan yang 

disebut perusahaan daerah.Sifat perusahaan daerah sesuai dengan 

motif pendirian dan pengelolaan adalah kesatuan produk untuk 

menambah penghasilan daerah, member jasa, menyelenggarakan 

kemanfaatan umum dan memperkembangkan perekonomi 

daearah. 

Prinsip pengolaan perusahaan daerah tentunya harus tetap 

berdasarkan tujuan ekonomis perusahaan yaitu mencari keuntungan.Dari 

situlah keuntungan itulah sebagai disetorkan kepada kas 

daerah.Perusahaan daerah dapat beroperasi dalam bidang kontruksi, 
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transpormasi, pembuatan barang dan lain sebagainya. Perusahaan daerah 

digolongkan dalam tiga macam, yaitu:  

a) Perusahaan yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari pemerintah 

berupa perusahaan yang berasal dari nasional perusahaan asing.  

b) Perusahaan yang berasal dari perusahaan Negara yang diserahkan 

kepada pemerintah daerah. 

c) Perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan modal 

seluruh atau sebagian merupakan milik daerah.  

Salah satu maksud yang didirikan perusahaan daerah adalah 

didasarkan pada pelayanan dan pemberian jasa kepada 

masyarakat.Namun bukan berarti bahwa perusahaan tidak memberikan 

kontribusi pada pendapatan asli daerah. Perusahaan daerah mempunyai 

dua fungsi yang berjalan secara bersamaan, dimana satu pihak dituntut 

untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi sosial, yaitu memberikan 

pelayanan dan jasa kepada masyarakat dan pihak lain. Perusahaan daerah 

menjalankan fungsi ekonomi yaitu memperoleh keuntungan dari 

kinerja.Keuntungan yang didapat inilah yang disebut dengan laba bagian 

badan usaha milik daerah. 

Laba bagian Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan 

atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan 

badan usaha milik daerah. Keuntungan inilah yang diharapkan dapat 

member sumbangan bagi pendapatan asli daerah, walaupun sampai saat 
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ini kontribusi yang diberikan dari sektor perusahaan daerah masih relative 

kecil bila dibandingkan dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. 

3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  

Pajak daerah dan retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli 

Daerah.Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiyaan 

pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akandigunakan untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan 

daerah.Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan 

akanmemperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah. 

Pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka peluang untuk 

kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat.  

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah selain pajak, retribusi dan 

perusahaan daerah adalah lain-lain hasil usaha daerah lain yang sah. Lain-

lain usaha daerah yang sah merupakan usaha daerah (bukan usaha 

perusahaan daerah) dapat dilakukan oleh satu aparat pemerintahan daerah 

(Dinas) yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa 

dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi. 

Pendapatan dari sektor ini berbeda untuk masing-masing daerah 

tergantung potensi yang dimilikinya, walaupun sumbangan sektor ini 

masih terbatas tetapi dibandingkan dengan laba perusahaan daerah dan 

penerimaan dari dinas-dinas daerah, sektor ini lebih baik dalam 

memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah dan relative merata 

untuk tiap-tiap daerah.Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah 
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tersebut harus disetorkan kepada kas daerah dan diatur dalam peraturan 

daerah.Penerimaan ini mencakup sewa rumah daerah, sewa gedung dan 

tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang, bekas milik 

daerah pendapatan hasil eksekusi dan jaminan, denda pajak, dan 

penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut undang-undang. 

1. Pajak daerah 

2. Retribusi daerah 

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain PAD yang sah 

2.2 Retribusi 

Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi 

semua bentuk pemerintah daerah.Retribusi tersebut mungkin juga 

merupakan sumber utama dari pendapatan badan pembangunan daerah. 

Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan 

kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan semata-

mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari Pemerintah.Pengertian 

retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara 

yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara, atau 

merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik 

secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena 

siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah, dia tidak 

dikenakan iuran itu. 
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Retribusi dalam pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya 

disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan 

oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadai atau badan. 

Retribusi di dalam pasal 24A UUD 1945 merupakan dari bagian dari 

“pungutan yang bersifat memaksa” yang dibutuhkan oleh negara karena 

itu diatur dengan Undang-Undang. 

Sedangkan retribusi menurut para ahli salah satunya yaitu menurut 

Munawir bahwa retibusi ialah iuran kepada pemerintah yang dapat 

dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. 

Dari pendapat diatas terlihat bahwa karakteristik retribusi adalah 

sebagai berikut: 

a. Retribusi dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

b. Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu. 

c. Adanya prestasi langsung dari negara kepada individu pembayar 

retribusiberupa jasa. 

d. Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkait dengan 

retribusi yang bersangkutan. 

e. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis. 

Retribusi dapat dilakukan penggolongan berdasarkan negara 

dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di masa kini dan 

mendatang.Retribusi merupakan sumber pendapatan negara maupun 
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daerah, penggolongannya perlu dilakukan berdasarkan sifat-sifat maupun 

ciri-ciri yang dimilikinya. 

2.2.1 Dasar Hukum Retribusi 

Dasar hukum retribusi adalah Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah. Sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini:  

a. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 

tertentuyang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

b. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan 

pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan 

lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

c. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

d. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 

dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya 

dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

e. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah 

dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang 

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 

pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan 
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sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu 

guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. 

Serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 

retribusi daerah:  

a. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

b. Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi 

retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan 

tertentu. 

2.2.2 Macam-macam Retribusi 

Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang 

disediakan oleh pemerintah daerah.Tidak semua jasa yang diberikan oleh 

pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis 

jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosisal-ekonomi layak dijadikan 

sebagai objek retribusi.Dalam objek tersebut retribusi dibagi atas tiga 

macamgolongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan 

retribusi perizinan tertentu. 

a. Retribusi jasa umum  

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan 
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kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 

badan. Beberapa kriteria retribusi jasa umum antara lain sebagai 

berikut: 

a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan 

retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu. 

b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi. 

c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi 

atau badan yang diharuskan membayar retribusi, 

disampinguntuk melayani kepentingan dan kemanfaatan 

umum. 

d) Jasa tersebut layak dikenakan retribusi/ 

e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional 

mengenai penyelenggaraannya. 

f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta 

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial 

Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 215. Beberapa jenis-jenis dari 

retribusi jasa umum: 

a) Retribusi pelayanan kesehatan 

b) Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan 

c) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan 

akta catatan sipil 
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d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat 

e) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 

f) Retribusi pelayanan pasar 

g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor 

h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran 

i) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus 

j) Retribusi pengelolaan limbah cair 

k) Retribusi penggantian biaya cetak peta 

l) Retribusi pelayanan tera/tera ulang 

m) Retribusi pelayanan pendidikan 

n) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi 

b. Retribusi jasa usaha  

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 

pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada 

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.Pelayanan yang 

disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip 

komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan atau 

memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara 

optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum 

disediakan secara memadai oleh pihak swasta. 

Objek retribusi jasa usaha sesuai Pasal 126 UU PDRD adalah 

pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 

menganut prinsip komersial yang meliputi: 
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1. Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan 

daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. 

2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan 

secara memadai oleh pihak swasta. 

Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 3 ayat 219. Beberapa jenis-jenis dari 

retribusi jasa usaha: 

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah 

2. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan 

3. Retribusi terminal 

4. Retribusi tempat khusus parkir 

5. Retribusi tempat penitipan anak 

6. Retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa 

7. Retribusi penyedotan kakus 

8. Retribusi rumah potong hewan 

9. Retribusi tempat pendaratan kapal 

10. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga 

11. Retribusi penyebrangan di atas air 

12. Retribusi pengolahan limbah cair 

13. Retribusi penjualan produksi usaha daerah 

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang 
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bersangkutan.Subjek retribusi jasa umum dapat ditetapkan menjadi 

wajib retribusi jasa umum. 

c. Retribusi perizinan tertentu 

Fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, 

pengaturan, pengendalian dan pengawasan, maka pada dasarnya 

pemberian izin oleh Pemerintah Daerah tidak harus dipungut 

retribusi.Akan tetapi untuk melaksanakan fungsi tersebut 

Pemerintah Daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya 

yang tidak selalu dapat cukupi dari sumber-sumber pemerintahan 

daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih perlu dipungut 

retribusi. 

Berdasarkan Pasal 140 ayat 1 UU PDRD, dijelaskan yang dimaksud 

objek perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh 

Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan 

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Dalam menetapkan jenis retribusi kedalam golongan retribusi 

perizinan tertentu digunakan kriteria sebagai berikut: 

1. Perizinan tersebut termasuk urusan pemerintahan yang 

diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi. 
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2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi 

kepentingan umum. 

3. Perizinan tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan 

perizinan yang diselenggarakan oleh tingkat pemerintahan yang 

lebih tinggi. 

4. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan 

perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai sebagian 

atau seluruhnya dari retribusi perizinan.  

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 4 ayat 225. Beberapa jenis-

jenis dari retribusi perizinan tertentu:  

1. Retribusi izin mendirikan bangunan 

2. Retribusi izin tempat penjualan minuman berakohol 

3. Retribusi izin gangguan 

4. Retribusi izin trayek 

5. Retribusi izin usaha perikanan 

Subjek dari retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau 

badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah, 

sedangkan yang menjadi wajib retribusinya adalah orang pribadi 

atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk 

pemungutan retribusi perizinan tertentu. 
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Penggolongan retribusi tersebut di atas tidak bersifat final karena 

daerah masih diberikan wewenang untuk menentukan retribusi, 

sepanjang diatur dalam peraturan daerah.Kewenangan daerah untuk 

menambah retribusi dilakukan dengan kewenangan otonominya dan 

memenuhi kriteria yang telah ditentukan.Sekalipun masih 

berwenangmemungut retribusi, daerah tidak boleh melanggar 

kriteria yang telah ditentukan. 

Jadi dari penjelasan-penjelasan diatas penulis menyimpulkan 

bahwasannya dalam menggali potensi pendapatan daerah 

pemerintah menetapkan jenis-jenis retribusi seperti retribusi jasa 

umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu yang 

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.Namun dalam 

penelitian ini penulis akanmemfokuskan kajian tentang retribusi jasa 

usaha pada pokok pembahasan retribusi pada pelayanan wisata, 

wisata yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Lahat khususnya 

Dinas Pariwisata Kabupaten Lahat. 

2.2.3 Fungsi Retribusi  

Fungsi pertama yang terdapat pada retribusi yaitu fungsi anggaran 

(fungsi regulerend).Dalam arti, retribusi tidak memiliki fungsi mengatur 

(fungsi regulerend) sebagaimana yang terdapat pada pajak.Hal ini berarti 

bahwa retribusi tidak dapat digunakan untuk mengendalikan kehidupan 

masyarakat sebagaimana yang dikehendaki oleh pemerintah (baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah). 
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Retribusi semata-mata untuk mengisi kas negara maupun daerah 

sebagai penggantian yang telah dikeluarkan dalam upaya penyediaan 

sarana pelayanan yang telah disediakan.Fungsi yang kedua hanya 

memiliki fungsi untuk mengisi kas negara atau daerah karena retribusi 

hanya sebagai penggantian atas jasa yang disediakan oleh negara atau 

daerah. 

2.2.4 Manfaat Retribusi 

Retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber keuangan 

untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan 

daerah. Hal tersebut tak lain adalah guna meningkatkan dan mencapai 

pemerataan kesejahteraan masyarakat, dan pada hakikatnya, 

pemungutanretribusi daerahmemiliki persamaan pokok dalamhal 

tujuannya dengan pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut: 

 

a. Memenuhi kebutuhan rutin kas daerah atau negara yang merupakan 

tujuan utama. 

b. Menciptakan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang 

merupakan tujuan tambahan. 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Sebelum penelitian ini dibuat peneliti-peneliti terdahulu telah 

membuat penelitian yang terkait tentang pemetaan potensi retribusi perijinan 

tertentu. Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu: 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Penelitian Metode Hasil Penelitian 

Halkadri fitra,  

Indra Arza 

(2017) 

Analisis Kontribusi dan 

Pemetaan Pajak Daerah 

Kabupaten Pasaman 

Barat Dengan 

Menggunakan Tipologi 

Klassen 

Deskriptif  1.   Menghitung 

kontribusi realisasi 

elemen-elemen pajak 

daerah terhadap jumlah 

pajak daerah. 

2.  Melakukian pemetaan 

terhadap elemen-elemen 

PAD. Untuk melakukan 

pemtaan ini, penelitian 

menggunakan pendekatan 

Tipologi Klassen. 

3. Mengusulkan strategi 

yang dapat dilakukan 

berdasarkan hasil 

penelitian Tipologi 

Klassen 

Adinda 

Kholivia 

Ramadhani 

(2019) 

Analisis Pemetaan 

Elemen Pajak Daerah 

Kota Kediri 

Menggunakan 

Pendekatan Tipologi 

Klassen  

Deskriptif 1. Untuk mengetahui 

pemeta elemen pajak 

daerah kota Kediri 

mengunakan pendekatan 

Tipologi Klassen.  

2. Untuk mengetahui 

besarnya elemen pajak 

daerah dalam 

memberikan sumbangan 

terhadap penrimaan pajak 

daerah. 
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Dewi Halimah 

(2018) 

Analisis Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Pengembangan Sektor 

Potensial Daerah di 

Kabupaten Wonosobo 

Sekunder  Menganalisis dan 

menentukan sektor-sektor 

perekonomian potensial 

daerah di Kabupaten 

Wonosobo serta 

menganalisis bagiman 

implementasi program 

pemerintah daerah untuk 

sektor potensial tersaebut, 

sehinga dapat digunakan 

sebagai pedoman untuk 

menentukan tindakan apa 

yang harus dilakukan 

guna mempercepat laju 

pertumbuhan yang ada.  
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2.4 Kerangka Berpikir 

Gambar 2.1 

Skema Kerangka Berpikir 

 

 

 


